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ABSTRAK

Aryana Herdianti Azzahra 2022. “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PELAKU UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (Studi Kasus UMATUN
MARKHUMAH TAX CONSULTING)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan
untuk pelaku UMKM dan dampak dari adanya perubahan peraturan pemerintah
yang disahkan 7 Oktober 2021 yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 (disebut UU HPP)
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Analisis ini menggunakan ilustrasi
perhitungan dengan membandingkan tarif sebelumnya 0,5% (PP No0.23/2018) dan
tarif 0% bagi wajib pajak yang memiliki omset dibawah Rp500.000.000 dari
pendapatan bruto (UU 7/2021). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya UU HPP dengan
pemberian batasan peredaran bruto di bawah Rp500.000.000 setahun tarif pajak
0%, maka UMKM vyang terkena pajak adalah yang peredaran bruto di atas
Rp500.000.000 setahun. Sehinga berdampak positif bagi pelaku UMKM Kkarena
mendapatkan pengurangan pajak.

Kata Kunci : UU HPP, Pemanfaatan Insentif, PPh Final.
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ABSTRACT

Aryana Herdianti Azzahra 2022. "ANALYSIS OF INCOME TAX
CALCULATIONS FOR MSMEs WITH THE HARMONIZATION OF TAX
REGULATIONS (Case Study of UMATUN MARKHUMA TAX CONSULTING)"

This study aims to determine the calculation of income tax for MSME
actors and the impact of changes in government regulations that were ratified on
October 7, 2021, namely Law Number 7 of 2021 (called the HPP Law)
concerning the Harmonization of Tax Regulations. This analysis uses an
illustration of the calculation by comparing the previous 0.5% rate (PP
No0.23/2018) and the 0% rate for taxpayers who have a turnover below IDR
500,000,000 of gross income (Law 7/2021). Data was collected by conducting
interviews and documentation.

The results of this study indicate that the existence of the HPP Law with
the provision of a gross circulation limit below Rp. 500,000,000 a year with a tax
rate of 0%, then MSMEs who are subject to tax are those with gross turnover
above Rp. 500,000,000 a year. So that it has a positive impact on SMEs because
they get a tax reduction.

Keywords: HPP Law, Incentive Utilization, Final Income Tax.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan penetapan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan pada praktiknya diselaraskan
dengan situasi dan keadaan perekonomian nasional maupun global. Besarnya
tarif menyesuaikan situasi perekonomian yang ada di masyarakat. Tarif akan
cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kondisi perekonomian yang
kondusif. Sebaliknya, tarif akan mengalami penurunan ketika perekonomian
nasional sedang mengalami kelesuan. Penyesuaian tarif pajak penghasilan
tersebut berlaku juga pada saat Indonesia dan dunia mengalami pandemi
Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan
pembatasan social distancing (menjaga jarak sosial, menjauhi kerumunan),
dan physical distancing (menjaga jarak antar orang setidaknya 1,8 meter)
mulai awal Maret 2020. Kebijakan pencegahan penularan Covid-19
menyebabkan kendala dan hambatan pada value chain (rantai nilai) dunia
bisnis yang menyebabkan sejumlah bisnis atau usaha tidak berjalan dengan

baik (Fredrik et al. 2021).

Keberadaan usaha dalam skala kecil ataupun menengah (UMKM)
adalah pendorong penting pembangunan perekonomian yang mendasar bagi
sebagian besar ekonomi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang dan
negara maju. UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian

dengan memberikan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, penciptaan



lapangan kerja, promosi perdagangan luar negeri dan inovasi, juga
memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi (Gherghina
et al. 2020). Bagi negara berkembang, UMKM berkontribusi dalam banyak
hal, seperti: pengentasan kemiskinan dengan membantu masyarakat
meningkatkan pendapatannya melalui kesempatan kerja yang dihasilkan oleh
sektor UMKM vyang lebih luas, kegiatan ekonomi di daerah pedesaan dan
menyediakan berbagai sumber daya untuk membantu pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Selain menyediakan dukungan dan memasok perusahaan besar,
UMKM diharapkan merangsang keterampilan kewirausahaan di kalangan
masyarakat dan bertindak sebagai agen dalam pengembangan perusahaan
domestik menjadi perusahaan besar. UMKM juga berkontribusi pada
anggaran negara melalui pembayaran pajak. Indonesia adalah negara yang
terkenal dengan kepulauannya dan UMKM salah satu tonggak penopang
untuk pembangunan keuangan Indonesia. Peran UMKM di Indonesia
memiliki posisi stategis dalam perkembangan ekonomi serta penyerapan
tenaga kerja. UMKM mempunyai proporsi hampir 100% dari total pelaku
usaha di Indonesia serta menyumbang PDB (Produk Dalam negeri Bruto)

mencapai 60% (Laksmi et al. 2022).

Pada Tahun 2019 jumlah UMKM meningkat mencapai 65.471.134
dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 119 juta (Jayani 2021). Kemudian
pada tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu
61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun serta

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% (BKPM 2021).



Pemerintah juga menerbitkan beberapa kebijakan baru guna mendukung
perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Beberapa kebijakan
tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU 11/2020) dikenal juga dengan sebutan Omnibus Law yang
disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Aturan pelaksana
atas UU 11/2020 tertuang dalam PMK No.18/PMK.03/2021 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 (PMK 18/2021) (Peraturan
Pemerintah Menteri Keuangan No0.18/PMK.03/2021, 2021). Tujuan dengan
dikeluarkannya UU 11/2020 adalah untuk mempengaruhi produktifitas usaha
kecil, dengan begitu penguatan UMKM dapat terlaksana sesuai dengan
peningkatan persaingan di Indonesia. Kemudian ditahun berikutnya,
pemerintah menerbitkan untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) dikenal dengan sebutan UU
HPP yang disahkan dan mulai berlaku pada 29 Oktober 2021 dengan tujuan
meningkatkan tax ratio dan diharapkan mampu meningkatkan tingkat
ketaatan wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya

(Widodo 2022).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) di atas mengandung
beberapa pokok perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan
peraturan pajak terkait pajak penghasilan bagi UMKM sebelumnya. Tentunya
perubahan yang signifikan di atas dapat berdampak terhadap ketaatan

terhadap aturan perpajakan UMKM. Saat berlakunya Peraturan Pemerintah



tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP
No0.46/2013) yang sudah berjalan selama 5 tahun, pemerintah merevisi
dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu PP N0.23/2018 dan mencabut
peraturan PP No0.46/2013. Pemerintah merubah PP No0.23/2018 dan
menerbitkan UU HPP (UU 7/2021). Peraturan-peraturan ini menekankan
pada penurunan tarif pajak yang sebelumnya sebesar 1% (PP No0.46/2013)
menjadi 0,5% (PP No0.23/2018) dan berubah menjadi 0% bagi wajib pajak
yang memiliki omset dibawah Rp500.000.000 dari pendapatan bruto (UU
7/2021) (Kurnianingsih 2022). Hal tersebut juga yang membuat peneliti
memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan gambaran terkait perbedaan
pengaturan Pajak Penghasilan untuk UMKM setelah diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
sehingga diharapkan tidak terdapat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan khususnya untuk wajib pajak dengan status UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan Tugas Akhir (TA) yang
berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PELAKU UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN (Studi Kasus UMATUN MARKHUMAH

TAX CONSULTING)”



1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi
permasalahan sebagai berikut ini.
1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Final) untuk WP Orang
Pribadi dan Badan khususnya pelaku UMKM setelah diberlakukannya
UU HPP?
2. Apakah dampak yang diperoleh pelaku UMKM di masa pandemi Covid-

19 setelah diberlakukannya UU HPP?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan sebagai berikut ini.
a. Berguna untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Final)
bagi pelaku UMKM dengan menggunakan peraturan terbaru UU HPP.
b. Berguna untuk mengetahui dampak yang diperoleh wajib pajak pelaku

UMKM setelah adanya UU HPP.

1.4 Manfaat Penelitian
a. Bagi Pelaku UMKM
Penelitian ini  diharapkan dapat menjadi bahan acuan

referensi/informasi dalam hal Undang-Undang Perpajakan terbaru.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)
Penelitian ini diharapkan untuk pihak DJP agar melakukan atau
melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak UMKM untuk

mengetahui bagaimana pelaksanakan kewajiban pajaknya.



C.

Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan
wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan
dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan dan sebagai Syarat

menyelesaikan tugas akhir.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perhitungan Tarif Pajak

UMKM dan Dampak yang Diperoleh Wajib Pajak UMKM, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut ini:

a. Frayang, PT Nado dan CV Ngudi mendapatkan insentif pajak hanya
beberapa bulan saja dalam pembayaran PPh Finalnya. Sedangkan,
Yayuk mendapatkan insentif pajak secara penuh karena omset yang
dimiliki hanya Rp499.920.000 dan PT ABC harus membayarkan PPh
Finalnya secara penuh karena omset yang dimiliki di bulan Januari saja
sudah melebihi batasan peredaran bruto yaitu sebesar Rp610.700.818.

b. Adanya UU HPP, memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM
khusunya bagi yang memiliki usaha kecil dan omset yang mereka
dapatkan tidak terlalu besar, sehingga dapat menghemat pengeluaran
dalam pembayaran pajak dan dapat dialihkan untuk peningkatan modal
kerja atau pembiayaan operasional.

5.2 Saran
Berdasarkan penelitian diatas, adapun beberapa saran yang dapat
penulis sampaiakan sebagai berikut ini:

1. Bagi Wajib Pajak (UMKM)

a. Perlunya mengetahui perubahan peraturan pemerintah untuk

menanggulangi masalah perpajakan khususnya bagi pelaku UMKM

37
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dan cara perhitungan Pajak Penghasilan yang akan dibayarkan wajib
pajak nantinya, melalui sosial media, koran, dll.

b. Mengikuti seminar-seminar yang dilakukan DJP untuk menambah
pengetahuan tentang pajak.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

a. Harus mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak khususnnya
UMKM terkait pengurangan tarif pajak bagi UMKM yang ada pada
UuU HPP.

b. Perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai siapa saja subjek
pajak yang berhak memanfaatkan kebijakan pajak batasan peredaran
bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan mengingat Wajib Pajak
UMKM di Indonesia tidak hanya terdiri dari dari WP dengan status
Orang Pribadi melainkan juga terdapat Wajib Pajak yang berstatus
Wajib Pajak Badan.

3. Bagi Penulis

a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi
dari pelaku UMKM untuk mengetahui dengan adanya UU HPP
berdampak bagi mereka atau tidak.

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan
penulis lainnya mengenai perhitungan Pajak Penghasilan yang ada

pada UU HPP.
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